
BUPASI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BI'PATI IIALMAIIERA BARAT

NOMOR 4e IKPISIT l2Afi
TENTANG

PENUNJUKAI{ BENDAI{ARA PETTGELUARAI{
PADA SATUAI{ KER.'A DINAS PEMBERDAYAAI{ PEREMPUAI{ DAI{

PERLINDUT{GAI{ AI{AK KABI'PATEIg HALMAHERA BARAT
TAHUN AITGGARAI{ 2OL7

MerTimhqno ' a

BUPATI ITALMAHERA BARAT,

bahura dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalanr: Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka unt';k
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendatrara Pengeluaran pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O17;

bahwa Saudari RAIYIDAI{IA WAIIAB yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat
pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta rnFrnfu melaksanakan tugas kebendaharaart dalarn
rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera
Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurui a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Arrak Kabupaten Halmallera Barat Tahun Anggaran 2Oi7.

Undarrg-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Daiam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Penrbahran
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Haknalrera fJtara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OA3 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat : 1.

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2OA4
Perbendaharaan Negara;

tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2416

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Ha}n-ahera Barat Nomor 9
Tahun 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2417;

14.Peraturan Bupati HalmaheraE,arat Nomor 11 Tahun 2OL6
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2417;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

4ffi/OA2|2ALT :.zngaJ, ianuari 2017, Perihal: Usulan
Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN:

Meaetapkan

KESATU

KEDUA

Menunjuk Saudari RAIilDAI{IA IIIAIIAB NIP. 19820606
2OO7O1 2 OO7 sebagai Beradahara Pengeh,raran pada
Satuan Kerja Dinas Pernberdayaan Perernpuan dan
Perlirrdungffi Anak Kabupaten Hdm*lera Barat Tatrun
Anggaran 2077 dengtrn atasam langsungnya Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Halnrahera Barat.

Bendatrara sebagainr,ar,ra dirnakslad Dilctmn Kesafir, datram
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada keierrtuan perundang-undarrgan yeng
berlaku.

Spesifi.kasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercanttrm sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECIMDN
BENDAI{ARA PDI{GEIUABAN

TANDA TANGAN PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT PARAF

Sei<retaris Daerah ,I\ v
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

^1,
Kadis Pemberdayaan P &PA ( v7
Kabag. Hukum & Orgs w

Ditetapkar di : Jailolo
pada tanggal : l> Sanuar'i 2077

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2" Gubernur Maluku Utara di Sofili,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepaia BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Halmahera Barat di Jaitolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

buperr HALMAHERA BARAT


